Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

PUTUSAN
Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Pspk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah
menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara:
Penggugat, tempat dan tanggal lahir Medan, 04 April 1972, agama Islam,
pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di ..., Kecamatan
Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan,
sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kotanopan, 15 Juni 1972, agama Islam,
pekerjaan Berjualan, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di ..., Kecamatan
Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan,
sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan pihak di muka sidang;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22
Januari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Nomor
37/Pdt.G/2021/PA.Pspk, tanggal 26 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah
secara Islam pada tanggal 11 Februari 2001, sesuai dengan Kutipan Akta
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Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan
Perjuangan, Kota Medan, Nomor : 090/31/11/2001, tanggal 12-02-2001;
Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
bergaul dalam rumah tangga dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang
bernama : Anak, Perempuan, lahir tanggal 25-08-2005, saat ini bersama
Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di

rumah orang tua Penggugat, di Jalan Sentosa lama, Kelurahan Sekra Hulu,

Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dan kemudian pindah- rumah

dan terakhir tinggal bersama di Perumahan Gria Seroja, Nomor 14 A, Desa

Salambue, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota

Padangsidimpuan;

Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat

adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami

isteri sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi
ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus.

Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah

disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat nasehat dari Penggugat,
padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merobah sikap
dan perilaku Tergugat yang selalu keras kepala, egois dan kurang
bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk
menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu
dibebankan kepada Penggugat, Tergugat juga selalu kurang kasih
sayang dan kurang perhatian terhadap Penggugat, sehingga
menyebabkan bhatin Penggugat tersiksa dan atas kejadian tersebut
antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih;

- Tergugat sering berhutang kepada pada orang lain maupun kepada
rentenir dan juga kepada koperasi tanpa sepengetahuan dan seizin
Penggugat, hal ini Penggugat ketahui setelah beberapa orang datang
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10.

kepada Penggugat untuk menagih hutang-hutang Tergugat kepada
Penggugat, bahkan Tergugat berani menggadaikan dan menjual
perabotan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga atas
kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan
berselisih;
Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat yang
sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan
harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap
buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa
tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan
Tergugat.
Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi
pada bulan Agustus 2019 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar
disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Penggugat pergi
meninggalkan Tergugat dirumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat
dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang serta putus hubungan sama
sekali hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;
Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga
(pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan
dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah
untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin
Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat
dan Tergugat.
Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu
hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan
guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat

mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat) atas diri
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat
membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan
dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak
mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan
dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup
sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor
090/31/11/2001, tanggal 12-02-2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, bukti tersebut telah diberi
meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh
Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P;
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Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah

menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1.

Saksi 1P, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 10,
Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota
Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat karena
saksi adalah kakak sepupu Penggugat dan juga kenal Tergugat yang
bernama Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah lebih dari 15 tahun yang
lalu di Kota Medan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
terakhir di Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan,
Kota Padangsidimpuan;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
dikaruniai anak satu orang, sekarang diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, akan tetapi sejak tiga tahun yang lalu mulai tidak rukun, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar
karena rumah saksi berdampingan dengan rumah mereka;

- Bahwa Penyebab perselisihnan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah belanja
kepada Penggugat serta Tergugat juga sering berhutang kepada orang
lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih
satu tahun;

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian, akan
tetapi tidak berhasil;
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- Bahwa Saksitidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan
Tergugat;

2. Saksi 2P, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal di Desa Salambue, Kecamatan
Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat karena
saksi adalah teman Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama
Tergugat;

- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak 3 tahun yang lalu;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah lebih dari 15 tahun yang
lalu di Kota Medan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
terakhir di Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan,
Kota Padangsidimpuan;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
dikaruniai anak satu orang, sekarang diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, akan tetapi sejak dua tahun yang lalu mulai tidak rukun, sering
terjadi perselisinan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,
saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah belanja
kepada Penggugat serta Tergugat juga sering berhutang kepada orang
lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak satu tahun
yang lalu;

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian, akan
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tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan

Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi,
dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap
pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya
bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan
perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut
Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo
Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang
Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan penggugat dengan
nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Pspk terbukti Penggugat bertempat tinggal wilayah
yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini
secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padang
Sidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang
kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132
Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat in
person telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah
memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan jo. Pasal 145 R.Bg;
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Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan
tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya
tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan
jawaban/ eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, dengan
demikian Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini
dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 jo
Pasal 150 R.Bg, jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 dan dalil syar'i :

i 2y W 5o ai ST o Moswdow oo s cang Lo VY @
Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia
dipandang sebagai Zhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul
Qur-an Il : 405) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat
supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari
Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal
154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada
para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses
mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak
pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat
menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan
talak satu ba’'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah harmonis dan
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang selalu

keras kepala, egois dan kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah
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tangga dan Tergugat sering berhutang kepada pada orang lain maupun kepada
rentenir dan juga kepada koperasi tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat
sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan

dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi, terhadap
bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat
dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 11 Februari 2001,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan telah
terbukti bahwa  Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum
sebagai suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat adalah
pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai
persona standi in judicio;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di
persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan
saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal
171 dan 172 RBg. Di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan
keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri sesuai
ketentuan Pasal 308 RBg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan
saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., serta relevan dan
mendukung dalil-dalil permohonan Penggugat, dengan demikian keterangan
saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materiil akam
dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi kedua Penggugat bernama Saksi
2P hanya tahu dari cerita dan keterangan Penggugat kepada Saksi
(testimonium de auditu), akan tetapi kedua Saksi a quo mengetahui tentang
berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak lebih dari satu tahun yang
lalu dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi sepanjang mengenai
telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, dan tentang adanya upaya
damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan
sejalan dengan dalil-dalii gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003
tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim
dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua
orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum
(rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu
harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang
telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara
ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah
rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan
sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak
dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi a quo
patut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308
ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima
sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana
diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil
gugatan Penggugat yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat hingga berpisah yang dilihat langsung oleh
saksi pertama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan
bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah
pada tanggal 11 Februari 2001;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus;
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- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah semenjak
bulan Agustus 2019 dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam

yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290;
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Artinya :  “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku
selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya
sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan
suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang
menyatakan bahwa : “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak
ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti
retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah
terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta
sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39
ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat
tinggal dengan Tergugat selama lebih kurang 1 tahun, dan tidak ada yang
berusaha untuk rukun kembali meskipun telah diupayakan perdamaian oleh
pihak keluarga bahkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, hal ini adalah
merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat
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sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam
membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak
mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan
pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat
mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide
Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang
sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam),
sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan
perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun
2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam
dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

o ed g ol lradned s’ ceally.
Artinya : “Apabila ketidak senangan si isteri kepada suaminya sudah sangat
memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talag suami dengan
talak satu ba'in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
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hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat) atas diri
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp392.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijrivah oleh kami Fadlah Mardiyah
Pulungan, S.H.l, M.A. sebagai Ketua Majelis, dan Muzhirul Hag, S.Ag serta
Hasybi Hassadiqi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh Yulita Fifprawati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Muzhirul Haq, S.Ag Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I,
M.A.

Hasybi Hassadiqi, S.H.I
Panitera Pengganti,
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Perincian biaya:
1. Biaya Pendaftaran

2. Biaya Administrasi/ATK
3. Biaya Panggilan

4. PNBP Panggilan

5. Biaya Redaksi

6. Biaya Meterai

Jumlah
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Yulita Fifprawati, S.H

Rp  30.000,00
Rp  50.000,00
Rp 270.000,00
Rp 20.000,00
Rp  10.000,00
Rp _ 12.000,00
Rp  392.000,00
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